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ABSTRAK 

 

PROSEDUR PENGURUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK  

DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI  

DAERAH TELUK KUANTAN 

 

OLEH : 

 

RIZKI KURNIA 

 

Pajak merupakan faktor penting untuk kemandirian negara, setiap kantor 

pajak berusaha mencapai hasil terbaik, salah satunya KP2KP Teluk Kuantan.  

Penulisan ini dilakukan untuk mencari tau yang dilakukan KP2KP efektif atau 

tidak efektif  pelaksanaan nomor pokok wajib pajak dalam Adminstrasi 

Perpajakan. Peneliti menggunakan Data Primer dan Data Sekunder melalui 

metode wawancara dan dokumentasi di analisis dengan Metode Deskriptif. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pengurusan Pendaftaran dan 

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Kendala 

yang sering dihadapi saat pengajuan adalah adanya Wajib Pajak yang mendaftar 

tetapi tidak berdomisili di Kuantan Singingi,untuk mengatasi kendala tersebut 

Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) melakukan program sosialisasi terkait syarat dan prosedur pengajuan 

NPWP. 

 

Kata kunci : Nomor Pokok Wajib Pajak, Efektif, Sosialisasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan 

sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi, dalamjangka panjang 

masyarakat umum dapat menikmati efek dari pembangunan yang dilakukan oleh 

negara tersebut. 

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang terbesar bagi  negara, 

sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak.Seperti yang 

diketahui kontribusi pajak dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara(APBN)tiap tahun semakin meningkat.Hal ini membuktikan bahwa 

pajakmemiliki peran yang besar dalamAPBN.Dengan demikian besar kecilnya 

penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN. 

Dalam melakukan fungsi sebagai pemerintahan yang sah dan berdaulat, 

dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dibentuklah struktur, dan organisasi 

pemerintahan yang mencakup dan menyentuh berbagai kegiatan 

pemerintahanDepartemen Keuangan yangsejak tahun 2009 telah berubah menjadi 

Kementerian Keuangan, yang terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) 

diantaranya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang memiliki tugas pokok 
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menghimpun atau memungut pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak 

merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melakukan 

pemungutan pajak pemerintah pusat yang terdiri dari pajak penghasilan(PPh), 

pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), 

dan Bea Materai. 

Selain peran aktif dari para petugas perpajakan, kesadaran dari dalam diri 

wajib pajak itu sendiri sangat dituntut karena mengingat pemungutan pajak bukan 

pekerjaan yangmudah. Keinginanwajib pajakitu sendiri untuk membayar pajak 

merupakan hal penting. Salah satu yang menjadi penyebab kurangnya kemauan 

membayar pajak antara lain asas perpajakan,yaitu bahwa hasil dari pemungutan 

pajak tersebut tidak dapat secara langsung dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal 

ini terjadi dikarenakanmasyarakat tidak pernah tahu imbalan dari uang yang 

mereka keluarkan untuk pembayaran pajak.Berbagai upaya seperti penyuluhan, 

sosialisasi, pendidikan dan sebagainya tidak banyak mempengaruhi dalam 

membangun kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, jika 

masyarakat tetap tidak dapat merasakan manfaat dari membayar pajak. Disisi 

lainadanya sanksi, hukuman, dan ancaman dalamUndang-undang sudah cukup 

jelas terhadap Wajib Pajak yang masih tetap mengabaikan kewajiban 

perpajakannya (Hardiningsih,2011). 

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

baik secara nominal maupun secara persentase terhadap pendapatan negara. Hal 

ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak 

dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, disamping itu 
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pada tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama 

penerimaan negara secara mandirisehingga mengurangi ketergantungan pinjaman 

luar negeri. 

Salah satu kewajiban dari setiap Wajib Pajak adalah mendaftarkan diri 

untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).NPWP adalah nomor 

yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak tersebut 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.NPWP wajib dimiliki oleh 

setiap warga Indonesia baik itu orang pribadi maupun badan usaha.NPWP ini 

berguna untuk dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau sebagai 

acuan untuk membayar pajak. NPWP juga menjadi persyaratan sejumlah lembaga 

pelayanan umum seperti pengajuan kredit, membeli rumah, membuka usaha, 

melamar kerja  dan pembuatan paspor. 

Target penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, 

maka dari itu sektor perpajakan harus lebih digali dan ditingkatkan demi 

kemakmuran negara. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program 

ekstensifikasi pajak. Tujuan lain dari program ekstensifikasi adalah membenahi 

atau menertibkan administrasi perpajakan Wajib Pajak dengan cara memberikan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Program ekstensifikasi Wajib Pajak tetap perlu dilakukan walaupun 

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak secara self assesment.Hal ini untuk 

menjamin agar setiapmasyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat 
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melaksanakan kewajiban perpajakansebagaimana mestinya. Sasaran atau target 

dalam program ekstensifikasi ini adalah warga masyarakat (baik orang pribadi 

maupun badan) yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak atau 

pengusaha kena pajak tetapi belum mendaftarkandiri untuk memperoleh NPWP 

atau belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena 

Pajak(PKP). 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah 

realisasipenerimaan pajak yang tidak sesuai target.Hal ini terjadi dikarenakan 

banyaknya jumlah warga Negarayang memiliki penghasilan diatas Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP)namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP atau wajib pajak yang telah memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT).Melalui program ekstensifikasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah wajib pajakyang terdaftardan dapat melakukanpengawasan 

terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP 

Negara dari berbagai sektor harus lebih diperluas sebagai upaya untuk 

meningkatkan penerimaan dalam negeri. Tugas pokok pemerintahan yang harus 

dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan  

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan 

cita-cita luhur dan tujuan berbangsa yang telah tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 

Target  pendapatan negara dari sektor perpajakan setiap tahunnya terus 

ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia, hal ini disebabkan oleh beban pemerintah 

yang semakin bertambah seperti belanja negara yang terus meningkat setiap 
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tahunnya, angka kemiskinan yang terus bertambah, nilai subsidi yang juga 

mengalami peningkatan akibat adanya kenaikan harga minyak dunia, dan banyak 

masalah lainnya yang memicu pemerintahan untuk bekerja ekstra keras agar 

mampu meningkatkan pendapatan negara terutama di sektor perpajakan yang saat 

ini merupakan sektor utama yang paling di andalkan oleh pemerintah sebagai 

sumber penerimaan kas negara yang paling utama. 

Pendapatan dari sektor perpajakan dapat dioptimalkan dengan adanya 

dukungan atau peran aktif dari wajib pajak. Peran aktif masyarakat sebagai warga 

dapat diwujudkan dengan mengadakan reformasi biroksi terhadap sistem 

perpajakan di Indonesia dalam pemberlakuan Self Assesment System yaitu 

masyarakat diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, 

membayar,dan melaporkansendiri jumlah pajak yang terutang.Terkait dengan hal 

tersebut maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 

kantor pelayanan pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang 

berfungsi sebagai sarana dalam memulai proses awal administrasi perpajakan 

karena didalamnya terdapat Nomor yang merupakan identitas setiap wajib pajak 

yang tentunya akan di pakai dalam setiap kegiatan dan dokumen perpajakan. 

Meningkatkan NPWP sangatlah penting dalam dunia perpajakan, tetapi 

dalam kenyataannya banyak wajib pajak yang tidak mendaftartarkan diri untuk 

memperoleh NPWP, hal ini terjadi disebabkan wajib pajak kurang menyadari 

pentingnya membayar pajak dan juga kerena kurangnya pemahaman tentang tata 

cara pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, maka untuk itu diperlukan peran 
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dari masyarakat dan kantor pelayan pajak sebagai instansi pemerintah yang 

berperan aktif dalam menjalankan kegiatan dan aktifitas perpajakan 

Hasil evaluasi kegiatan di tahun 2019, dengan program unggulan KP2KP 

Teluk Kuantan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Layanan Di 

Luar Kantor (LDK), telah berhasil mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak di 

Kabupaten Kuantan Singingi.LDK digelar di beberapa kecamatan terluar seperti 

Kecamatan Singingi dan Singingi Hilir (Wilayah yang berbatasan dengan 

Kabupaten Kampar) serta Kecamatan Pucuk Rantau (wilayah yang berbatasan 

dengan kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat). 

Hasil positif LDK ini tidak dibarengi dengan tingginya kepatuhan wajib 

pajak yang berada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, tempat di mana 

KP2KP Teluk Kuantan berkedudukan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah 

Kecamatan Kuantan Tengah berada di bawah 50% (lima puluh persen). Untuk itu 

di tahun 2020 ini KP2KP Teluk Kuantan akan melakukan pendekatan dengan 

mengimbau secara langsung untuk setiap wajib pajak yang diprioritaskan (Wajib 

Pajak Orang Pribadi Non Karyawan/ usahawan) dengan menyampaikan 

kewajiban wajib pajak serta dibukanya kelas pajak di KP2KP Teluk Kuantan 

untuk melakukan asistensi pengisian SPT kepada wajib pajak yang diimbau. 

Penulisan terhadap Prosedur Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan 

Konsultasi Perpajakan. KP2KP Teluk Kuantan memiliki wilayah kerja 12 

kecamatan yang terdiri dari 208 kelurahan dengan jumlah penduduk 270,112 jiwa. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan Prosedur Nomor Pokok 
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Wajib Pajak dalam administrasi Perpajakan memilikihubungan yang erat dengan 

ekstensifikasi pajak karena dengan adanya kegiatan ekstensifikasi pajak, wajib 

pajak diarahkan agar memiliki Nomor Pokok Wajib pajak. 

Selain itu pula, tujuan ekstensifikasi basis pajak yakni membenahi 

penerimaan negara dan meningkat tax ratio, disamping mewajibkan wajib pajak 

membayar pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta  

memberikan  sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya 

dengan benar.Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi 

perpajakan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang 

disampaikan pemerintahdalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP 

pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya 

sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 

30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta. 

Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif 

perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang 

erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam 

sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya 

merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan 

NPWP badan.  

Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan 

pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan 

formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP.Menurut 

pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakinbaik dari sisi jumlah WP 
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terdaftar maupun rasio, Kepatuhan merupakan fondasi dalam upaya menciptakan 

sumber penerimaan yang berkelanjutan. 

Tabel 1. 1 

Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2017-2019 di Kantor Pelayanan 

Penyuluhan  dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)  Teluk Kuantan. 

 

NO TAHUN ORANG PRIBADI BADAN BENDAHARAWAN 

1 2017 1691 155 136 

2 2018 2393 442 112 

3 2019 2301 187 49 

Sumber : Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Teluk 

Kuantan  2019. 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka kita liat di tahun 2017 ke 2018 orang 

pribadi peningkatan setiap tahunnya dan di tahun 2019 orang pribadi mengalami 

penurunan disebabkan karena penulis melakukan on job training (tidak penuh satu 

tahun) hanya sampai bulan agustus saja. 

Berdasarkan uraian diatas maka untuk pembuatan Laporan Tugas Akhir 

penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PENGURUSAN 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM ADMINISTRASI 

PERPAJAKAN DI DAERAH TELUK KUANTAN“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian Latar belakang yang diungkapkan maka rumusan 

masalah nya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Prosedur PengrusanPendaftaran, Pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP) Teluk Kuantan? 
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2. Apa saja upaya-upaya untuk meningkatan jumlah wajib pajak di 

KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan diadakannya Penulisan Laporan Tugas Akhir, yaitu:  

1. Untuk mengetahuiProsedur Penguruan Pendaftaran, Pemberian Nomor 

Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor 

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk meningkatan jumlah wajib pajak di 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk 

Kuantan. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Mahasiswa yaitu:  

a. Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih 

lanjut dalam Perpajakan yaitu EfektivitasNomor Pokok Wajib Pajak 

dalam Administrasi Perpajakan. 

b. Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan mengenai 

EfektivitasNomor Pokok Wajib Pajak dalam Adminstrasi Perpajakan. 

2. Bagi Universitas khususnya Program Studi  D3 Administrasi 

Perpajakan yaitu:  

a. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas khususnya 

Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan Kantor Penyuluhan 

Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan(KP2KP) Teluk Kuantan. 
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b. Mempromosikan dan memberikan  penyuluhan tentang Nomor Pokok 

Wajib Pajakdi Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.  

c. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah. 

 

1.5 Metode Penulisan 

1.5.1 Lokasi Penulisan 

Pelaksanaan dilakukan di Kantor Penyuluhan Pelayanan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP), JL Perintis Kemerdekaan No. 62 

Teluk Kuantan. 

1.5.2 Waktu Penulisan 

Penelitian ini dilakukan 1 februari 2020- 31 Maret 2020. 

1.5.3 Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah: 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

penulis melalui wawancara. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan 

dokumen melalui Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

masalah yang diteliti. 
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b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, 

dokumen yang digunakan berupa buku harian, laporan rapat dan 

catatan kasus dalam pekerjaan. 

1.5.5  Analisis data 

Analisis data yang dilakukan dengan cara menghubungkankenyataan 

yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang 

sudah ada sedemikian rupa kemudian di analisis dan dihubungkan dengan 

teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu 

kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah susunan dalam masing-masing bab yang 

dapat diuraikan seperti berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metodepenelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasipenelitian yang 

meliputi sejarah singkat Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan.Visi dan Misi, Struktur 

Organisasidan Uraian Tugas (Job Description)Kantor Penyuluhan 

Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan. 
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BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini menguraikan gambaran mengenai Prosedur Penguruan Nomor 

Pokok Wajib pajak dalam Administrasi Perpajakan di Kantor 

Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk 

Kuantan. 

BAB IV :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan. 

Sejak zaman kolonial Belanda, sudah ada kantor yang mengelola pajak 

seperti yang dikelola oleh KP2KP Teluk Kuantan, dengan berbagai perkembangan 

nama maupun jenis pajaknya. Pada awal keberadaan kantor pelayanan penyuluhan 

dan konsultasi perpajakan (KP2KP), bermula didirikannya KAPENPA (Kantor 

Penyuluhan Pajak) tahun 1992. Pada tahun 1995 diganti menjadi KP4 (Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, Pengamatan dan Potensi Perpajakan). 

KP2KP Teluk Kuantan adalah unit operasional didalam Direktorat Jendral 

Pajak yang memiliki tugas untuk melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan 

konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 

KP2KP Teluk Kuantan mulai Berdiri pada tanggal 27 Mei 2008.Sesuai 

dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

67/PMK.01/2008.KP2KP Teluk Kuantan merupakan pengawasan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Rengat. 

2.2.  Kedudukan,Tugas Dan Fungsi Kp2kp Teluk Kuantan 

Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut KP2KP adalah instansi vertikal 
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Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.KP2KP dipimpin oleh seorang Kepala. 

2.2.2  Tugas KP2KP Teluk Kuantan 

KP2KP Teluk Kuantan mempunyai tugas melakukan urusan 

pelayanan. Penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta 

membantu kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.2.3 Fungsi KP2KP Teluk Kuantan 

Dalam melaksanakan tugas, KP2KP Teluk Kuantan mempunyai 

beberapa fungsi diantaranya : 

1. Pelaksanaan Penyuluhan, sosialisasi , dan pelayanan konsultasi 

perpajakan kepada masyarakat. 

2. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 

3. Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak. 

4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam 

rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

5. Pelaksanaan administrasi kantor. 

2.3 Lokasi Kp2kp Teluk Kuantan 

Berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan dibidang 

perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak KP2KP berada pada lokasi 

yang strategis di JL.Perintis Kemerdekaan No 62 Teluk Kuantan, jarak KP2KP 

dari KPP Pratama Rengat ± 154,5 KM ditempuh dengan Waktu ± 3 jam 40 Menit. 
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2.4 Wilayah Kerja Kp2kp Teluk Kuantan 

KP2KP Teluk Kuantan memiliki wilayah kerja 12 kecamatan yang terdiri 

dari 208 kelurahan dengan jumlah penduduk 270,112 jiwa. 

Secara umum dapat dilihat pada data-data dibawah ini : 

No Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1. Benai 26 

2. Cerenti 12 

3. Gunung Toar 13 

4. Hulu Kuantan 11 

5. Inuman 11 

6. Kuantan Hilir 28 

7. Kuantan Mudik 30 

8. Kuantan Tengah 26 

9. Logas Tanah Darat 13 

10 Pangean 13 

11. Singingi 13 

12 Singingi Hilir 12 

Jumah 208 

Sumber: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 2019. 

2.5 Visi dan Misi Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi 

Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan. 

1. Visi KP2KP Teluk Kuantan 

VisiKP2KP Teluk Kuantan adalah menjadi kantor pelayanan 

pajak yang memepunyai kinerja terbaik, dipercaya, dan dibanggakan 

masyarakat dengan SDM yang amanah (berintegritas tinggi dan 

bertanggung jawab), fatonah (profesional,dan dapat dipercaya), 

tabligh ( kreatif dan inovatif ) dan memiliki kerja sama yang baik serta 

menjadi institusi pelayanan yang terbaik demi mendukung tercapainya 

target penerimaan negara. 
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2. Misi KP2KP Teluk Kuantan 

Menghimpun penerimaan pajak yang amanah yang 

diamanahkan sesuai dengan Undang-undang perpajakan dan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjadi institusi yang 

dipercaya dan dibanggakan masyarakat dengan SDM yang amanah 

(berintegritas tinggi dan bertanggung jawab), fatonah (professional 

dan dapat dipercaya), tabligh (kreatif dan inovatif) dan memiliki kerja 

sama yang baik. 

Menjamin terselenggaranya pelayanan prima dengan sumber 

dan manusia yang unggul dan berbasis teknologi mpdern untuk 

membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan pnuh kesadaran dan kepatuhan sehingga penerimaan negara 

dapat tumbuh dan tercapai dengan optimal. 
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2.6  Struktur Organisasi 

Gambar 2. 2 

Struktur Organisasi KP2KP Teluk Kuantan 

 

Sumber : KP2KP Teluk Kuantan Tahun 2019. 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Teluk Kuantan 

berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Rengat. 

 

2.7 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Penyuluhan Pelayanan dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan. 

 Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu : 
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1. Kepala Kantor 

Kepala kantor KP2KP Teluk Kuantan mempunyai tugas 

mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak 

penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

2. Sub bagian umum dan kepatuhan Internal 

Bertugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan 

dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, 

rumah tangga serta kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas 

KP2KP Teluk Kuantan. 

3. Seksi Pelayanan 

Bertugas mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk 

hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkasperpajakan, 

penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT), serta penerimaan 

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak dan 

kerja sama perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

Bertugas mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak, 

rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan 

melakukan evakuasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Prosedur 

Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan 

Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajaknmaka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan : 

1. Prosedur PengrusanPendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk 

Kuantan pertama Wajib pajak yang akan menndaftarkan diri wajib mengisi 

formulir pendaftaran wajib pajak. Kedua dilakukan Pengisian dan 

penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau 

oleh orang lain yang diberi surat kuasa khusus bermaterai cukup. 

Selanjutnya ketiga Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang 

telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri 

atau orang lain yang diberi kuasa penuh, ke kantor pelayanan pajak (KPP) 

atau ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP). 

2. Upaya peningkatan wajib pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral 

Pajak (DJP) untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang memiliki 

NPWP dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, Ekstensifikasi dan 

Intensifikasi perpajakan. 
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4.2  Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini sebagai berikut : 

Berdasarkan pembahasan dari kesimpulan, maka penulis memberi saran 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya peningkatan wajib pajak (meningkatkan pendaftaran NPWP) 

menjadi sebuah program yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor perpajakan. 

2. Bagi wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

agar dimotivasi untuk mempunyai kesadaran agar melaksanakan 

kewajibannya dibidang perpajakan. 

3. Diharapkan Kepada KantorPelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan(KP2KP) Teluk Kuantan lebih meningkatkan sosialisasi dan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. 
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LAMPIRAN 

 

1. Bagaimana proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)orang 

pribadi di KP2KP ? 

2. Kendala apa saja yang  di temukan dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dalam administrasi perpajakan? 

3. Bagaimana KP2KP mengatasi kendala tersebut? 

4. Siapa saja yang terlibat dalam rangka proses pembuatan Nomor Pokok 

Wajib Pajak? 

5. Bagaimana proses pencatatan arsip Nomor Pokok Wajib Pajak di KP2KP? 

6. Cara-cara apa saja yang telah di terapkan KP2KP dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak? 

7. Bagaimana perekamanan atau perekapan per Nomor Pokok Wajib Pajak di 

KP2KP? 

8. Apakah sosialisasi yang dilakukan KP2KP berjalan sesuai target? 

9. Bagaimana sikap atau antusias wajib pajak kuansing untuk ikut serta 

membayar pajak? 
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